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ABSTRAK 

 

Bobby Febrian, (2024): Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam 

Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Besar 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan 

Soekarno Hatta) 

   

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan  

mengenai pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar yang belum terlaksana 

secara maksimal ditemukan fakta yang terjadi dilapangan bertentangan  

dengan apa yang ada dari isi peraturan hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian isi 

dari Peratuan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan Pekanbaru dengan Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

pada pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar berlandaskan Peraturan 

Daerah Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas serta Angkutan 

Jalan Pekanbaru. Tujuan Penelitian skripsi ini, yakni untuk memahami peran 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada mengawasi kendaraan truk dengan 

tonase besar serta aspek penghambat Dinas Perhubungan pada mengawası 

masuknya kendaraan truk dengan tonase besar di Jalan Soekarno Hatta. 

Metode Penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum empiris. Penelitian 

langsung berlokasi di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Teknik Pengumpulan 

data yang dipakai pada penelitian ini ialah observasi, wawancara, serta studi 

kepustakaan. Analisis Data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan Kota  

Pekanbaru Pada Pengawasan Kendaraan Truk dengan tonase Besar Berlandaskan 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan 

Pekanbaru memiliki tanggung jawab yang signifikan ketika menjalankan 

peraturan mengatur serta mengawasi lalu lintas. Dimana Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan truk dengan tonase 

besar pada peraturan yang berlaku saat memasuki Pekanbaru. namun Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru pada pengawasan kendaraan truk dengan tonase 

besar masih belum terlaksana secara maksimal ditemukan bahwa Implementasi 

pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar tidak berjalannya isi peraturan 

hukum yang berlaku dengan penerapan dilapangan, seperti masih adanya 

pelanggaran muatan dikenai hukuman berbentuk pembongkaran muatan. Hal ini 

disebabkan beberapa faktor penghambat pada menjalankan perannya sebagai 

pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar yakni diantaranya Keterbatasan 

Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Sarana serta Prasarana, Kurangnya 

Kesadaran Hukum 

 

Kata Kunci: Peran, Dinas Perhubungan, Pengawasan, Truk Bertonase 

Besar. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang cukup luas dan beraneka ragam baik 

dari suku, ras, agama, ataupun budaya. Pada UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik 

Indonesia terdiri atas wilayah-wilayah provinsi serta provinsi itu dibagi atas 

kabupaten serta kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan 

Undang Undang”
1
 Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasar pada 1945 memberi kebebasan ke daerah untuk menjalankan otonomi 

daerah. Berlandaskan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 

pengertian otonomi daerah berikut ini Otonomi daerah ialah hak, kewenangan, 

serta tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengelola serta 

mengatur urusan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan warga di wilayahnya 

pada kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2
 

Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau merasakan pertumbuhan serta 

perkembangan daerah dengan ditetapkannya Undang Undang Otonomi Daerah.
3
 

Kota Pekanbaru dengan sebuah visi nya yakni sebagai pusat perdagangan di 

Provinsi Riau, hingga jadikan pekanbaru persilangan arus barang seiring dengan 

perkembangan transportasi yang meningkat. Oleh sebab itu, permasalahan 

transportasi jadi permasalahan yang cukup kompleks hingga butuh 

                                                 
1
 Indonesia. Undang-Undanh Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1) 

2
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

3
 Zia Zakia, “Evaluasi Kebijakan Lalu Lintas Truk dengan tonase Besar di Pekanbaru 

Tahun   2019-2020”, Jurnal JOM FISIP ,Vol.9 No.2, (2022), h.2 



2 

 

 

tindakan secara tegas oleh pemerintah daerah. seperti mengatur arus lalu lintas, 

memahami banyak moda transportasi umum, pola Pada jaringan, izin jalur 

transportasi, kebijakan parkir, serta lalu lintas. Arus lalu lintas yang identik 

dengan kemacetan, pelanggaran, serta kecelakaan jadi hal yang dianggap lumrah 

bagi warga di pekanbaru terutama di Jalan Soekarno Hatta. Pemakaian jalan harus 

disesuaikan dengan kegunaan serta intensitas lalu lintas guna kebutuhan 

pengaturan jalan serta kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan, daya dukung 

untuk menerima muatan sumbu terberat. Setiap kendaraan harus berjalan pada 

jalur yang sudah ditetapkan. 
4
 

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu 

Lintas serta Angkutan Jalan itu sejauh ini rasanya tidak optimal. Hal itu bisa 

dilihat dengan tingkat pelanggaran lalu lintas di Pekanbaru yang masih cukup 

tinggi. Sebuah permasalahan lalu lintas serta angkutan jalan yang wajib 

diselesaikan oleh Dinas Perhubungan saat ini ialah mengenai pelanggaran yang 

dijalankan oleh truk angkutan barang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Mengenai Lalu Lintas serta Angkutan Jalan disandarkan pada prinsip 

transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, partisipasi, efisiensi, serta efektivitas. 

Hal ini juga bermaksud untuk jadi seimbang terpadu serta mandiri.
5
 

Pengawasan serta pengendalian lalu lintas, maka dinas terkait yang tugas 

pokok serta kegunaannya mengarah ke Dinas Perhubungan yang tertera pada 

Peraturan Daerah Pekanbaru No 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Pekanbaru Pasal Di pasal 200 ayat 2 menyatakan bahwa “Pemakaian jalan 

                                                 
4
 Ibid, h.3 

5
 Lisa Olivia Saputri, “Implementasi Kebijakan Penertiban Lalu Lintas Truk dengan 

tonase Besar di   Pekanbaru” , Jurnal JOM FISIP, Vol.10 No.1, (2023), h.2 
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selain dari kegunaan jalan yang diduga bisa menganggu kelancaran lalu lintas 

serta menyebabkan penurunan tingkat pelayanan jalan harus memperoleh izin 

pemakaian jalan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi serta Informatika”
6
. Dan 

juga pada pasal 201 ayat (1) menyatakan bahwa “Mobil berat dan / atau 

kendaraan bermotor yang mengangkut alat-alat berat dengan volume ukuran dan 

dimensi yang diperkirakan dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas atau 

kerusakan jalan yang akan dilalui harus mendapat izin penggunaan jalan dari 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.”  Yakni dengan menjalankan 

aktifitas mencegah ataupun pengurangan efek negatif yang ditimbulkan oleh 

kendaraan bertonase atau bermuatan besar yang di antara lain dengan 

menjalankan pengaturan, pembinaan, perekayasaan, pemberdayaan serta 

pengawasan pada jalan di Pekanbaru terkhusunya di jalan Soekarno Hatta. 

Pengawasan yang dijalankan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

dijalankan lewat sistem pengawasan sesuai yang disandarkan pada Peraturan 

Daerah Pekanbaru itu dengan cara atau standar operasional prosedur pengawasan 

mencakup:  

1. Menjalankan pemantauan (pos pengawasan) pada seluruh pintu masuk 

Pekanbaru.  

2. Menjalankan pemeriksaan pemegang izin/ pemilik kendaraan muatan 

barang wajib memenuhi kewajiban/ketaatan pemakai jalan umum untuk 

kendaraan muatan barang.  

                                                 
6
 Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan Pekanbaru. 
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3. Menjalankan penimbangan, pelanggaran muatan dikenai hukuman 

berbentuk pembongkaran muatan. (Petugas alat penimbangan yang 

dipasang secara tetap wajib mendata tipe barang yang diangkut, berat 

angkutan, serta asal tujuan).
7
 

Pengaturan pemakaian jalan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 5 Tahun 

2013 dipaparkan bahwa pengaturan pemakaian jalan umum, yakni:  

1. Semua kendaraan bermotor yang dipakai untuk mengangkut barang, 

termasuk hasil tambang, hasil perkebunan, hasil kehutanan, serta jenis 

muatan lainnya, diizinkan melintasi jalan umum. Namun, hal ini wajib 

memenuhi syarat, yaitu tidak melebihi batas Muatan Sumbu Terberat 

(MST) yang sudah ditetapkan selaras dengan aturan yang ada. 

2. Jika ada Kendaraan bermotor angkutan yang membawa beban melebihi 

batas Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diperbolehkan diwajibkan oleh 

pihak pengangkut untuk menurunkan kelebihan muatan tersebut di lokasi 

yang sudah ditetapkan.  

3. Pemerintah Daerah harus mewujudkan lokasi menampung pembongkaran 

kelebihan muatan pada kendaran angkutan di semua jembatan timbang 

yang ada di daerahnya. 

4. Pada hal pembongkaran kelebihan muatan kendaraan bermotor angkutan 

dijalankan oleh Pemerintah Daerah serta menggunakan fasilitas yang 

disiapkan oleh Pemerintah Daerah, maka dikenai retribusi.
8
 

                                                 
7
 Gesaki Daitia Anugerah, “Pengawasan Kendaraan Truk dengan tonase Berat Di Jalan 

Umum Pekanbaru”,  Jurnal JOM Fisip, Vol.5 No.1, 2018, h.3 
8
 Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan 

dan Pemakaian Jalan Umum serta Jalan Khusus. 
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Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang bewenang pada mewujudkan 

ketertiban berlalu lintas di Pekanbaru. Sudah menjalankan banyak program guna 

terwujudnya ketertiban lalu lintas, namun hal itu belum dirasakan efektif serta 

Maksimal dengan menjalankan pengawasan lewat program razia. 
9
Pengendalian 

serta pengawasan lalu lintas juga terasa belum Maksimal hingga banyak pemakai 

jalan terkhususnya pemakai kendaraan kecil merasa terganggu dengan banyaknya 

truk dengan tonase besar yang melintas di jalan Pada Pekanbaru . Inilah bentuk 

pelanggaran lalu lintas angkutan barang truk yang bertonase berat pada jalanan 

umu di Pekanbaru. 

Tabel I. 1 

Rekapitulasi Data Pengawasan Angkutan Barang 

NO Jalan Soekarno 

Hatta 

 Pick 

Up 

Truk 

Kecil 

Truk 

sesertag 

Truk 

Besar 

Truk 

Gandeng 

1 Angkutan Barang 

Yang Melintas 

3762 2741 1144 1167 50 

2 Angkutan Barang 

Yang 

Menerobos(Ditegur) 

324 296 205 187 23 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2024 

Berlandaskan data itu data disimpulkan bahwa masih banyaknya truk 

bertoanse melintas di jalan Soekarno Hatta. Bahkan supir pun enggan mengikuti 

peraturan yang sudah ditetepakan oleh Dishub Pekanbaru yakni PERDA 

Pekanbaru No 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas serta Angkutan Jalan 

                                                 
9
 Yola Yuanggraini, “Efektivitas Implementasi Penertiban Truk dengan tonase Berat Di 

Pekanbaru”, JOM FISIP, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 3 
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Pekanbaru serta Surat Keputusan Walipekanbaru No 649 Tahun 2019 Tentang 

Angkutan Barang. 

Jalan Soekarno Hatta termasuk pada Jalan Provinsi yang pengelolaannya 

dipegang penuh oleh oleh Pemerintah Provinsi Riau sehingga jalur ini dilarang 

untuk dilewati kendaraan truk bertonase besar disaat jam sibuk. Sudah dijelaskan 

melalui SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 tentang Angkutan 

Barang yang menyatakan Kendaran angkutan barang hanya boleh melintas dalam 

kota pada pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB dengan syarat tidak mengganggu 

arus kelancaran lalu lintas. SK ini melarang truk dengan muatan barang 8 ton 

keatas untuk melintas dijalan dalam Kota Pekanbaru pada jam sibuk. Jalan 

Soekarno Hatta ini termasuk pada jalur yang dilarang truk bertonase besar 

melintas pada saat jam-jam sibuk. 

Usaha pemerintah dalam melaksanakan pengawasan diawali dengan 

langkah preventif, seperti sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan melalui 

media cetak, pamflet, dan imbauan kepada para pengusaha angkutan barang untuk 

meningkatkan kepatuhan terhadap aturan penggunaan jalan bagi kendaraan barang 

atau muatan bertonase besar. Selain itu, sanksi administratif diterapkan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 

Tahun 2013. Sanksi tersebut meliputi pemberian surat peringatan untuk 

pelanggaran ringan yang dilakukan pertama kali, serta tindakan tegas berupa 

perintah penghentian kendaraan yang terindikasi melanggar sebelum memasuki 

jalan umum.
10
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Pemerintah membenahi sarana serta prasarana umum dari akibat 

pelanggaran yang dijalankan bahkan bisa berbentuk mengehentikan sementara 

operasional angkutan di jalan umum, penangguhan izin, serta pencabutan izin 

serta juga sebagai sebuah upaya Pada menangani permasalahan itu ialah dengan di 

susunnya Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu 

Lintas serta Angkutan Jalan, yang dimana ada hal yang di gariskan Pada peraturan 

daerah itu bahwa pengaturan Lalu Lintas serta Angkutan Jalan itu bermaksud 

untuk mewujudkan keamanan, ketertiban serta kesemasatan Pada pemakaian 

jalan, mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna serta berhasil guna 

untuk mendukung penyelenggaraan sistem tranportasi yang terpadu, menciptakan 

layanan jalan yang handal serta prima .
11

 

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Pada hal ini peneliti hendak 

memeneliti sebuah bagian dari Organisasi perangkat daerah yakni Dishub 

Pekanbaru Pada Implementasi implementasi Undang Undang ataupun Peraturan 

Daerah yang berlaku di pekanbaru tentang penertiban kendaraan bertonase besar, 

serta di sini penulis hendak mengkaji lebih pada mengenai peran Dinas 

Perhubungan pada menertibkan kendaraan bertonase besar yang menyebabkan 

berdampak buruk seperti kemacetan serta kerusakan di sebagian ruas jalan 

Pekanbaru terkhusus di jalan Soekarno Hatta. Lalu keluar masuknya kendaraan 

truk dengan tonase besar juga bisa menimbulkan kemacetan lalu lintas serta 

kecelakaan lalu lintas. 
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Tidak sekadar itu, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga berperan pada 

mengawasi jika ada pelanggaran yang dijalankan pengendara truk dengan tonase 

besar yang membawa kendaraaan melebihi batas tonase atau muatan yang 

ditetapkan. Pada hal ini Penulis hendak meneliti apakah sudah berjalan baik atau 

malah sebaliknya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang “Peran Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan Truk 

Bertonase Besar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pekanbaru (Studi 

Kasus Di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru)”. 

B. Batasan Masalah 

Berlandaskan latar belakang penelitian yang sudah ditemukan dan mengingat 

ruang lingkup yang cukup luas, supaya riset ini bisa dijalankan lebih fokus, 

sempurna, serta mendalam. Oleh sebab itu, Penulis memutuskan untuk membatasi 

fokus peneltian ini pada peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam 

pengawasan kendaraan truk bertonase besar Berdasarkan Peraturan Daerah 

Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas Serta Angkutan Jalan 

Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta), dimana peran itu wajib 

dilaksanakan belum cukup Maksimal sebab butuh pengawasan pada truk dengan 

tonase besar yang melintas di jalan Pekanbaru. Lalu faktor penghambat Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru yang mewujudkan perannya dalam mengawasi 

kendaraan truk dengan tonase besar di Jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru. 
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C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan diatas, supaya lebih 

praktis, maka penulis mengambil beberapa rumusan permasalahan yang butuh    

dibahas yakni berikut ini: 

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam 

pengawasan kendaraan truk bertonase besar Berlandaskan Peraturan 

Daerah Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Kota Pekanbaru  

2. Apa saja yang jadi faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru dalam mengawasi masuknya kendaraan truk bertonase besar 

di Jalan Soekarno Hatta? 

D. Tujuan Penelitian 

Berlandaskan pokok permasalahan diatas, maka tujuan Implementasi 

penelitian ini ialah: 

1. Untuk memahami peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Pada 

pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar Berdasarkan Peraturan 

Daerah Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta) 

2. Untuk memahami apa saja faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru dalam mengawasi masuknya kendaraan truk dengan tonase 

besar di Jalan Soekarno Hatta. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberi gambaran terkait peran Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru dalam pengawasan kendaraan truk bertonase besar di 

Jalan Soekarno Hatta 

b. Penelitian ini diinginkan bermanfaat sebagai bahan peneltian 

lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, terkhusus untuk 

mahasiswa atau para peneliti yang akan menjalankan penelitian 

dengan tema yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diinginkan bisa memberi saran atau sumbangan pemikiran 

kepada pihak-pihak terkait mengenai peran Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru dalam pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar di Jalan 

Soekarno Hatta Kota Pekanbaru. 

3. Manfaat Akademis 

Manfaat penelitian ini ialah menjadi media rujukan untuk penulis 

berikutnya yang nantinya memakai konsep serta dasar penelitian yang sama, 

yakni mengenai peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam 

pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar di Jalan Soekarno Hatta. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pemerintah Daerah 

a. Pengertian Pemerintah Daerah 

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 memberikan pengertian 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian, Pemerintahan 

Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Gomme (statistical office of the london county council) mendefinisikan 

pemerintah daerah dengan cara sebagai berikut: Pemerintah daerah adalah 

bagian dari keseluruhan pemerintahan suatu negara atau bagian negara 

yang dikelola oleh otoritas yang berada di bawah otoritas negara, namun 

dipilih secara independen oleh kontrol oleh otoritas negara, oleh orang-

orang yang berkualifikasi, atau memiliki properti di daerah tertentu, yang 

dimiliki daerah setempat. Telah dibentuk oleh masyarakat yang memiliki 

kepentingan bersama dan sejarah bersama. 
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Kemudian menurut Kyenge, konsep pemerintah daerah telah diberi 

berbagai definisi oleh berbagai cendekiawan. Betapapun berbedanya 

konsepnya, pendekatan ini berfokus pada transfer kekuatan politik ke 

daerah setempat dengan melibatkan penduduk dalam penyediaan 

kebutuhan dasar di masyarakat masing-masing.
12

 Pemerintah Kota 

Pekanbaru salah satu pemerintahan daerah yang ada dalam wilayah 

Republik Indonesia. Dengan asas otonomi daerah yang melekat pada 

pemerintahan daerah Kota Pekanbaru membuat pemerintahan Kota 

Pekanbaru dapat lebih mudah dalam menentukan arah pembangunan Kota 

Pekanbaru. Asas otonomi daerah di perkenankan oleh Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tuntutan dari pada 

Undang-undang ini ialah mewujudkan percepatan pembangunan daerah 

pada perbagai bidang sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat daerah. 

Otonomi daerah serta desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah bertujuan juga untuk menghadirkan aspek 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saat ini 

ditengah prinsip otonomi daerah yang sedang berjalan, selain dari pada 

kekuatan anggaran, letak kesuksesan pembangunan daerah di daerah 

terletak pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola daerah 

bersama-sama dengan masyarakat. 

 

 

                                                 
12

 Irfan Setiawan, Handbook Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta : Wahana Resolusi, 

2018), h.51 



13 

 

 

 

b. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah 

Fungsi utama dari pemerintah daerah yaitu untuk melaksanakan 

otonomi daerah dalam rangka mengurus dan mengatur kepentingan 

masyarakat di wilayahnya masing-masing. Sedangkan untuk tugas dan 

wewenang pemerintah daerah telah ditetapkan pada Undang- Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Berikut ini merupakan fungsi dan tugas pemerintah daerah, antara lain: 

1) Fungsi Pelayanan Publik 

Pemerintah daerah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan public 

kepada masyarakat di wilayahnya. Fungsi ini meliputi penyediaan 

infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. 

2) Fungsi Pembangunan 

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk membangun 

infrastruktur dan mengembangkan wilayahnya. Fungsi ini meliputi 

pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, dan lain-lain. 

3) Fungsi Pengaturan 

Pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengatur dan mengendalikan 

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan sektor swasta di wilayahnya. 

Fungsi ini meliputi pengaturan izin usaha, tata ruang, dan lain-lain. 

4)  Fungsi Pemberdayaan Masyarakat 

Pemerintah daerah juga memiliki tugas untuk memberdayakan 

masyarakat di wilayahnya. Fungsi ini meliputi pemberian pelatihan, 

bantuan modal, dan lain-lain. 
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Dengan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah daerah 

diharapkan dapat memberikan peningkatan yang signifikan dalam 

kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat di wilayahnya serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Selain 

memiliki fungsi, pemerintah daerah juga mempunyai tugas serta 

wewenangnya sendiri sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tugas dan wewenang 

pemerintah daerah. Untuk melaksanakan fungsinya, pemerintah daerah 

memiliki tugas dan wewenang. Berikut merupakan tugas serta wewenang 

kepala daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah Pasal 65.  

1) penyelenggara pemerintahan daerah, 

2) penyelenggara pembangunan daerah, 

3) penyelenggara pelayanan publik, 

4) pengelola keuangan daerah, 

5) serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat,
13

 

c. Bentuk Pemerintah Daerah 

1) DPRD Kota Pekanbaru 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di 

Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 : 
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“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 

melalui pemilihan umum.”
14

 

Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang 

memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif 

menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan perda. Melalui 

pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan 

terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil 

pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan 

memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari 

berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi 

pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan 

tindak pidana korupsi bagi pejabat publik yang menangani urusan 

publik tersebut. Oleh karena itu tindak lanjut hasil pengawasan yang  

dilakukan DPRD Kota Pekanbaru akan berujung pada ke dua aspek 

tesebut yang dapat berupa perbaikan regulasi yang ada maupun 

penyempurnaan kebijakan yang telah dihasilkan dan pencegahan 

tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang 

dilakukan oleh aparatur pelaksana peraturan daerah tersebut dapat 

berujung pada penyelesaian ke proses hukum bila terbukti
15
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2) Walikota Pekanbaru 

Walikota merujuk kepada seorang politikus yang bertindak sebagai 

pemimpin sebuah kota. Pengertian walikota adalah orang yang 

mengepalai suatu daerah kotamadya atau setingkat kabupaten yang 

dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Walikota memiliki 

tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan Bersama DPRD Kota.
16

 Wali Kota 

Pekanbaru adalah pemimpin pemerintahan kota yang bertanggung 

jawab atas pengelolaan administrasi, pembangunan, dan kebijakan 

publik di Pekanbaru. Ia berperan dalam merencanakan program-

program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta 

mewakili kota dalam berbagai hubungan 

2. Peran 

a. Pengertian Peran 

Istilah peran Pada “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (2016) memiliki 

makna pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diinginkan 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan di warga.  Peran menurut Soerjono 

Soekanto, yakni peran ialah aspek dinamis kedudukan (status), Jika 

seorang berkewajibannya selaras dengan maka ia melaksanakan sebuah 

peranan. Menurut Riyadi peran bisa diartikan sebagai orientasi serta 

konsep dari bagian yang dimainkan oleh pihak Pada oposisi sosial. 
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Menurut Poerwadarminta, peran ialah tindakan yang dijalankan seseorang 

atau sekelompok orang Pada suatu peristiwa.
17

 

Teori Peran (Role Theory) menjelaskan bahwa peran merupakan suatu 

komponen integral yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok 

sosial. Peran mencerminkan perilaku khas yang ditampilkan oleh seorang 

individu dalam konteks sosial tertentu. Setiap peran memiliki karakteristik 

spesifik yang melekat pada individu tersebut, sesuai dengan harapan serta 

norma yang berlaku dalam situasi sosial yang bersangkutan. Sebuah peran 

tertentu dapat diuraikan menjadi berbagai elemen atau aspek, yang 

mendukung pemahaman tentang perilaku individu dalam menjalankan 

fungsi sosialnya.  

1) Peran  yang ideal (ideal role),  

2) peran yang seharusnya (expected role),  

3) peran  yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role),  

4) Peran yang sebetulnya dijalankan (actual role)
18

 

b. Dinas Perhubungan 

Dinas perhubungan ialah dinas daerah yang menjalankan sebagian 

urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang perhubungan. Dinas 

Perhubungan memiliki banyak strategi pada mengatasi permasalahan 

mengenai lalu lintas, selaras dengan tugas serta tanggung jawab masing-

masing bagian. Strategi ini meliputi melakukan survei pada titik atau pusat 
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permasalahan kemacetan lalu lintas, menganalisis akar masalah, serta 

merancang solusi yang tepat. Solusi tersebut dapat berupa penambahan 

fasilitas jalan, seperti rambu lalu lintas atau alat pengatur lainnya, ataupun 

penerapan rekayasa lalu lintas untuk mengoptimalkan aliran kendaraan. 

Untuk mendukung efektivitas pemantauan titik-titik kemacetan, Dinas 

Perhubungan juga memasang CCTV. Langkah ini bertujuan untuk 

mempermudah pelaksanaan. . Tugas pokok Dinas Perhubungan ialah 

untuk menjalankan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang 

Perhubungan Berlandaskan asas otonomi serta pembantuan. Sementara 

kegunaan mencakup: 

5) Melaksanakan rumusan kebijakan secara teknis di bagian 

perhubungan 

6) Pelaksanaan Sebahagian urusan pemerintahan serta layanan 

umum  dibidang perhubungan 

7) Pembinaan serta Implementasi tugas operasional dibidang 

perhubungan yang mencakup lalu lintas, parkir, angkutan 

serta terminal, sarana serta operasonal 

8) Implementasi layanan teknis administratif Dinas 

9) Implementasi tugas lain yang diberikan oleh Walikota 

selaras dengan Tugas serta Kegunaannya
 19

 

Dinas Perhubungan ialah suatu kelompok yang memiliki kesamaan 

dalam sifat, sikap, kepercayaan, serta tujuan biasanya menyepakati untuk 
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19 

 

 

 

bersatu dalam rangka melindungi serta memperjuangkan kebutuhan 

bersama. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan memainkan peran 

penting sebagai aktor utama yang memengaruhi kebijakan terkait 

penyediaan perlengkapan jalan. Peran tersebut mencakup pembuatan serta 

pengadaan perlengkapan jalan, seperti rambu lalu lintas atau marka jalan, 

serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan jalan, termasuk 

mengurai kemacetan. Dengan demikian, Dishub bertindak sebagai 

penggerak utama dalam memastikan lancarnya lalu lintas  serta melakukan 

peningkatan keselamatan pemakai jalan.
20

 

Dinas Perhubungan sebagai pengambil kebijakan perlu memiliki 

pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum terkait kebijakan 

penyediaan perlengkapan jalan. Pemahaman ini harus mencakup seluruh 

elemen Dinas Perhubungan, terutama di bidang Angkutan dan Manajemen 

Rekayasa Lalu Lintas. Dari tingkat atasan hingga bawahan, semua pihak 

harus memahami dasar hukum kebijakan tersebut dengan baik supaya 

implementasinya dapat berjalan lancar serta sesuai dengan tujuan yang 

telah disepakati. Namun, di lapangan, penelitian mengungkapkan bahwa 

terdapat seorang staf di bidang manajemen rekayasa lalu lintas yang belum 

sepenuhnya memahami dasar hukum kebijakan ini. Hal ini merupakan 

kendala internal yang perlu dievaluasi oleh Dinas Perhubungan untuk 

memastikan bahwa semua elemen dalam bidang manajemen rekayasa lalu 

lintas memiliki pemahaman yang memadai. Dengan demikian, 
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pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat, serta kebijakan 

penyediaan perlengkapan jalan dapat diimplementasikan secara efektif 

serta sesuai aturan.
21

 

Pada peraturan Walikota pekanbaru No 106 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Kegunaan Serta Tata Kerja 

Dishub Pekanbaru Pada bagian ketiga Bidang Angkutan Pasal 9 

Menyatakan : 

1) Bidang Angkutan punya tugas memberi bantuan sebagian 

pekerjaan Kepala Dinas Perhubungan ketika menjalankan sub 

urusan angkutan. 

2) Bidang Angkutan ketika menjalankan tugas seperti yang dimaksud 

di ayat (1) menjalankan kegunaan: 

a) menyusun perencanaan strategis, rencana kerja serta kerangka 

pedoman kerja serta penganggaran serta menjalankan 

Implementasi tugas bidang angkutan. 

b) Mengoordinasikan, membina serta melakukan perumusan 

program kerja tahunan bidang angkutan. 

c) Mengoordinasikan, membina serta melakukan perumusan 

acuan serta tata laksana administrasi bidang angkutan. 

d) Mengoordinasikan, membina serta melakukan perumusan 

kegiatanperizinan di bidang angkutan.  
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e) Mengoordinasikan, membina serta melakukan perumusan 

layanan serta pengaturan kinerja bidang angkutan. 

f) Melakukan perumusan, membina serta perumusan laporan-

laporan bidang angkutan. 

g) Implementasi tugas-tugas lain yang diberi oleh pimpinan 

selaras dengan tugas serta kegunaannya.
22

 

3. Pengawasan 

a. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan ialah suatu rangkaian untuk memberi kepastian apa sebuah 

program selaras dengan apa yang sudah direncanakan. Selaras dengan 

makna pengawasan itu, seperti yang disampaikan oleh Ndraha ialah tugas 

melakukan pemantauan, melakukan perbandingan, melakukan evaluasi 

serta menjalankan tindakan preventif, edukatif ataupun korektif atau 

represif secara lebih teknis serta bersifat eksternal oleh warga. Secara 

demikian, pengawasan mempunyai peranan strategis bagi keberlangsungan 

sebuah organisasi. Pengawasan yang dimaksud dalam konteks ini ialah 

upaya pengendalian pada pemerintah, baik yang berasal dari dalam 

organisasi ataupun dari pihak luar. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa 

saja yang memiliki kepentingan pada organisasi, dalam hal ini pemerintah. 

Pengawasan yang bersumber dari dalam organisasi mencakup berbagai 

jenis, seperti built-in control, internal control, serta self-control. Bentuk 

pengawasan ini dapat dilakukan oleh pihak atasan pada bawahan, guna 
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memastikan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan aturan 

serta sasaran yang sudah ditentukan.
23

 

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) membagi 

pengawasan kePada 4 (empat) tipe aktifitas, yakni: Pengawasan melekat 

(waskat), pengawasan kegunaanonal (wasnal), pengawasan legislatif 

(wasleg), serta pengawasan warga (wasmas). Pengawasan Kegunaanonal 

ialah pengawasan yang aktifitas pengawasannya dijalankan oleh aparat 

yang dimandatkan untuk menjalankan pengawasan. Aparat pengawasan 

kegunaanonal bisa digolongkan kePada aparat pengawasan kegunaanonal 

ekstern serta aparat pengawasan kegunaanonal intern. Pengawasan 

legislatif ialah pengawasan yang dijalankan oleh lembaga perwakilan 

rakyat pada jalannyan roda pemerintahan yang baik ditingkat pusat 

ataupun tingkat daerah. Pengawasan warga ialah pengawasan yang 

dijalankan oleh warga/publik secara individu ataupun berkelompok seperti 

lembaga swadaya warga.
24

 

b. Kegunaan Pengawasan 

1) Menjaga supaya Implementasi tugas lembaga pengawasan selaras 

dengan rencana serta ketentuan peraturan Perundangan yang berlaku 

2) Mengendalikan supaya administrasi pengawasan dikelola dengan 

tertib sebagaimana semestinya, serta aparat peradilan menjalankan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya. 

3) Memberi jaminan terwujudnya pelayanan public yang baik untuk 
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para pengawasan publik.
25

 

4) Menemukan serta mencegah penyalahgunaan wewenang, tindakan 

sewewenang – wenang atau tindakan melanggar hukum serta 

tindakan yang inkonstitusional yang dijalankan oleh pemerintah serta 

badan-baserta public lainnya. 

5) Meningkatkan keterbukaan penyelenggaraan pemerintah serta 

meningkatkan kepercayaan warga pada pemerintah.
26

 

4. Truk Bertonase Besar 

a. Pengertian Truk Bertonase Besar 

Pembangunan sarana serta prasarana transportasi berfungsi sebagai 

urat nadi bagi kehidupan di berbagai aspek, seperti perekonomian, 

sosial, budaya, serta pertahanan serta keamanan. Pembangunan ini 

difokuskan pada terciptanya fasilitas transportasi yang aman, nyaman, 

efisien, serta andal. Kemudian, keadaan sosial serta budaya warga juga 

menjadi faktor yang memengaruhi bentuk serta jenis fasilitas 

transportasi yang akan dirancang serta dibangun oleh pemerintah. Hal 

ini memperlihatkan adanya keterkaitan timbal balik antara kebutuhan 

warga serta upaya pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi 

yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan warga.
27

 

Truk dengan tonase besar ialah Angkutan barang yang dipakai 
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untuk mengangkut hasil industri, seperti produk dari sektor 

pertambangan, perkebunan, serta pertanian, sering kali menggunakan 

truk sebagai sarana transportasi. Truk merupakan jenis kendaraan berat 

yang termasuk dalam kategori alat berat. Kendaraan ini dirancang 

dengan spesifikasi khusus untuk dipakai di jalan raya serta mampu 

mengangkut barang dalam jumlah besar secara efisien.
28

 

b. Jenis-Jenis Truk Bertonase Besar 

1) Truk Colt Diesel Double (CDD) 

Truk diesel biasanya tersedia dalam dua tipe. Tipe Colt Diesel 

Double umumnya dipakai di area dengan medan yang lebih berat, 

hingga sangat cocok untuk mengangkut hasil dari sektor perkebunan 

atau pertambangan sebab muatannya yang lebih besar Jika 

dibandingkan dengan truk engkel. Tipe truk ini Colt Diesel Double 

(CDD) Bak galon Volume dimensi 43 CBM (Cubic Meter) serta 

jumlah kapasitas muatan truk ini ialah 10 Ton untuk Panjang 600 cm, 

Lebar 200 cm, serta Tinggi 250 cm. 

2) Truk Fuso  

Truk ini diketahui dengan tipe medium truk sebab memang hamper 

mirip dengan CDD namun kapasitasnya yang dimiliki lebih besar. 

Truk ini biasa memuat Pasir, Tanah Timbun serta hasil Perkebunan. 

Tipe truk ini Fuso Box serta Fuso Bak volume dimensi 25 CBM 

(Cubic Meter) serta jumlah kapasitas muatan ini maksimal di 15 Ton 
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untuk panjangnya 700 cm, Lebar 250 cm serta Tinggi 260 cm. 

3) Truk Tronton 

Truk tronton jadi sebuah tipe truk yang jadi andalan banyak 

ekspedisi sebab memudahkan Pada mengangkut barang serta juga 

harganya yang cukup terjangkau. Truk ini punya 3 sumbu serta jumlah 

roda 10. Konfigurasi roda yakni 2-4-4, sumbu tengah berdekatan 

dengan sumbu belakang. Tipe nya truk bak serta box, volume 30 

CBM (Cubic Meter), Kapasitas maksimal 20 Ton, Panjang 940 cm, 

Lebar 220 cm, serta Tingginya 230 cm.
29

 

c. Aturan-aturan tentang Truk Bertonase Besar 

Unit Implementasi Penimbangan Kendaraan Beermotor (UPPKB) ialah 

unit kerja dibawah naungan Kementrian Perhubungan yang menjalankan 

tugas serta wewenang muatan barang dengan menggunakan alat 

penimbangan yang dipasang secara tetap pada seluruh lokasi tertentu 

diatur pada peraturan Menteri Perhubungan No 134 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Dijalan. UPPKB 

memiliki kegunaan untuk mengawasi berat muatan yang diangkut oleh 

kendaraan angkuta barang. Pengawasan dijalankan untuk memahami 

kondisi serta situasi lalu lintas serta kendaraan angkutan barang serta 

muatannya. 

Untuk mendukung proses pemeriksaan dokumen, muatan, dimensi 

kendaraan, serta tata cara pemuatan, telah ditetapkan dasar hukum yang 
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mengatur hal tersebut, sebagai berikut: 

1) UU No 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas serta Angkutan 

Jalan. 

2) Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2012 mengenai Kendaraan. 

3) Peraturan Menteri Perhubungan No 134 Tahun 2015 mengenai 

Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. 

4) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 mengenai Mekanisme 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran 

Lalu Lintas serta Angkutan Jalan. 

5) Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 mengenai Angkutan 

Jalan.
30

 

5. Jalan 

a. Pengertian Jalan 

Jalan sebagai bagian dari transportasi darat cukup berperan Pada 

mewujudkan rangkaian pergerakan manusia ataupun perpindahan barang 

dengan lancar serta mampu menunjukan kinerja baik Pada 

operasionalnya.
31

Menurut UU Jalan No 38 Tahun 2004, Jalan ialah suatu 

Prasarana transportasi darat meliputi kesemua elemen jalan, termasuk 

bangunan pelengkap dan perlengkapan yang dibuat untuk mendukung 

aktivitas lalu lintas. Infrastruktur ini meliputi yang terletak di berbagai 
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lokasi, seperti di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di atas 

air, atau di bawah permukaan air. Namun, pengecualian diberikan untuk 

jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Berbagai jenis jalan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan turut 

termasuk dalam kategori ini: 

1) Jalan Umum ialah diperuntukan lalu lintas umum serta berlaku UU  

Mengenai Lalu Lintas serta angkutan jalan raya.
32

 

2) Jalan Khusus ialah jalan khusus yang dibangun oleh instasi , baserta 

usaha, perseorangan atau kelompok warga untuk kebutuhan sendiri 

3) Jalan Tol ialah jalan umum yang ialah bagian sistem jaringan jalan 

serta sebagaimana jalan nasional yang pemakainya diwajibkan 

membayar tol
33

 

b. Klasifikasi Jalan 

Jaringan Jalan dikelompokan berdasarkan wewenang pembinaan, terdiri dari: 

1) Jalan Nasional 

 Jalan Arteri Primer serta Jalan Kolektor Primer menyatukan antar 

ibu kota provinsi. Selain kedua jenis jalan tersebut, terdapat jalan lain 

yang mempunyai nilai strategis bagi kebutuhan nasional. Jalan ini 

tidak dominan dalam mendukung pengembangan ekonomi, namun 

tetap memiliki peran penting dalam memastikan konektivitas serta 

mobilitas di tingkat regional maupun nasional nilai strategis pada 
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kebutuhan nasional yakni jalan memiliki peranan memberi jaminan 

kesatuan serta keutuhan nasional melayani wilayah-wilayah yang 

rawan serta lain-lain, Jaringan jalan sekunder diPada desa ialah hasil 

dari upaya atau musyawarah swadaya warga baik yang ada di desa 

ataupun dikelurahaan. 

2) Jalan Provinsi 

  Jalan Kolektor Primer menyatukan ibu kota provinsi dengan ibu 

kota kabupaten/kota. Selain itu, jalan Kolektor Primer juga 

menyatukan antar ibu kota kabupaten/kota. Jalan yang tidak termasuk 

dalam kategori tersebut, namun tetap mempunyai nilai strategis bagi 

kebutuhan provinsi, ialah jalan yang meskipun tidak dominan dalam 

mendukung perkembangan ekonomi, namun memiliki peran penting 

dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah 

tingkat I. Jalan ini juga berperan dalam memenuhi kebutuhan sosial 

lainnya. Jalan di wilayah khusus ibu kota Jakarta, kecuali jalan yang 

masuk dalam kategori Jalan Nasional, juga merupakan bagian dari 

jalan dengan peran strategis yang sama. 

3) Jalan Kabupaten 

  Jalan Kolektor Primer yang tidak termasuk pada kelompok Jalan 

Nasional maupun Jalan Provinsi. - Jalan Lokal Primer - Jalan 

Sekunder lainnya, selain yang dimaksud sebagai Jalan Nasional atau 

Jalan Provinsi. - Jalan selain dari yang disebutkan di atas, yang 

mempunyai nilai strategis bagi kebutuhan kabupaten, meskipun tidak 
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dominan dalam pengembangan ekonomi, namun memiliki peran 

penting dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan 

di tingkat kabupaten.
34

 

4) Jalan Kota 

  Jalan umum pada sistem jaringan jalan sekunder yang 

menyatukan antar pusat pelayanan di kota, menyatukan pusat 

pelayanan dengan area perumahan, menyatukan antar area 

perumahan, serta menyatukan pusat-pusat permukiman di dalam kota. 

5) Jalan Desa 

Ialah jalan umum yang menyatukan kawasan serta/ atau antar 

permukiman di Pada desa serta jalan lingkungan.
35

 

c. Ruang Jalan 

Ruang Jalan terdiri dari ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, serta 

ruang pengawasan jalan : 

1) RUMAJA (Ruang Manfaat Jalan) ialah area sepanjang jalan 

yang ditentukan berdasarkan lebar, tinggi, serta kedalaman 

tertentu yang ditentukan oleh penyelenggara jalan sesuai 

dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri. Ruang ini 

khusus diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur 

pemisah, bahu jalan, saluran tepi, trotoar, lereng, ambang 

pengaman, timbunan, galian, gorong-gorong, perlengkapan 
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jalan, serta berbagai bangunan pelengkap lainnya. 

2) RUMIJA (Ruang Milik Jalan) meliputi ruang manfaat jalan 

serta area tanah tambahan di luar ruang manfaat jalan yang 

ditetapkan untuk kepentingan ruang manfaat jalan, pelebaran 

jalan, atau penambahan jalur lalu lintas di masa depan. 

RUMIJA juga diperuntukkan untuk kebutuhan ruang 

pengamanan jalan, seperti zona buffer atau kawasan 

perlindungan di sekitar jalan. Ruang ini dibuat untuk 

mendukung pengembangan infrastruktur jalan, memastikan 

kelancaran lalu lintas, serta meningkatkan keselamatan serta 

keamanan bagi pengguna jalan. 

3) RUWASJA (Ruang Pengawasan Jalan) ialah area tertentu di 

luar ruang milik jalan yang penggunaannya berada di bawah 

pengawasan langsung dari penyelenggara jalan. Ruang ini 

dirancang untuk kepentingan pengaturan bebas bagi 

pengemudi, yang bertujuan meningkatkan keselamatan serta 

kenyamanan berlalu lintas. Selain itu, RUWASJA juga 

berfungsi untuk pengamanan konstruksi jalan, seperti area yang 

dipakai untuk menempatkan rambu, marka, atau perlengkapan 

pengamanan lainnya yang dibutuhkan selama proses 

pembangunan atau perawatan jalan..
36
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B. Penelitian Terdahulu 

1. Budi Gunawan, Analisis Kegunaan Pengawasan Dinas Perhubungan  

Pada Menertibkan Kendaraan Bertonase Besar di Pekanbaru, tahun 2019. 

Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami Peran Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru pada kegunaan pengawasannya melibatkan penertiban 

kendaraan bertonase besar sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta 

faktor-faktor pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan peran atau 

kegiatan, seperti SOP pengawasan, kolaborasi, serta sanksi yang 

diberikan kepada pelanggar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran 

Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban kendaraan bertonase 

besar hingga saat ini belum maksimal. Informasi yang diperoleh peneliti 

menunjukkan masih banyak kekurangan serta kendala dari Dinas 

Perhubungan, seperti keteledoran petugas lapangan yang sering kali tidak 

berada di lokasi jaga, sehingga banyak pengendara melanggar baik dari 

segi muatan berlebih maupun dimensi kendaraan yang tidak terpantau 

serta tidak dikenai sanksi tilang. Meski Dinas Perhubungan telah 

menjalin kolaborasi dengan BPTD serta Kepolisian, namun hasilnya 

belum optimal. Sanksi yang diberikan kepada pengendara yang 

melanggar juga masih terbilang rendah, seperti denda maksimal Rp 

100,000 per kilogram serta hukuman penjara maksimal empat bulan.
37

 

 Kesamaan yang dimiliki dari penelitian yang dijalankan oleh Budi 

Gunawan dengan penelitian yang penulis laksanakan saat ini sama-sama 
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membahas pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar oleh Dinas 

Perhubungan adapun pembesertaya ialah penelitian yang dijalankan oleh 

Budi Gunawan lebih membahas mengenai peran Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru pada pengawasannya melakukan penertiban kendaraan 

bertonase besar dengan peraturan yang ada, serta aspek-aspek yang 

mendukung atau menghambat dalam pelaksanaan peran atau kegiatan 

tersebut. Sedangkan penelitian ini penulis berfokus mengenai peran 

Dinas Perhubungan pada pengawasan kendaraan truk dengan tonase 

besar di Jalan Soekarno Hatta Berlandaskan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas Serta Angkutan 

Jalan Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta).
38

 

2. Moundi Kusuma Dewi, Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Truk 

dengan tonase Berat di Jalan Umum Pekanbaru, tahun 2019. Tujuan 

penelitian ini ialah untuk memahami pengawasan Dinas Perhubungan 

pada truck bertonase berat di jalan umum Pekanbaru. Adapun hasil Riset 

ini bisa disimpulkan bahwa pengawasan Dinas Perhubungan pada truk 

bertonase berat di jalan umum Pekanbaru berada pada kategori cukup 

terawasi. Adapun aspek penghambat Pada pengawasan ini ialah 

kemampuan Implementasi pengawas, sarana serta prasarana, 

koordinasi.
39
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 Kesamaan yang dimiliki dari penelitian ini yang dijalankan oleh 

Moundi Kusuma Dewi dengan Riset yang penulis lakukan saat ini sama-

sama membahas pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar oleh 

Dishub. Adapun pembesertaya ialah penelitian yang dijalankan oleh 

Moundi Kusuma Dewi lebih membahas mengenai pengawasan Dinas 

Perhubungan pada truk dengan tonase berat di jalan umum Pekanbaru 

Dimana yang jadi tolak ukurnya ada 3 indikator yakni : menetapkan 

standar, menjalankan penilaian, serta mengadakan tindakan perbaikan. 

Sedangkan Riset peneliti berfokus mengenai peran Dinas Perhubungan 

pada pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar di Jalan umum 

Pekanbaru Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 

Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pekanbaru (Studi 

Kasus Di Jalan Soekarno Hatta).
40

 

3. Robil Alam Nur, Analisis Kebijakan Pengawasan Bagi Kendaraan 

Bermuatan Berat Di Jalan Pekanbaru, tahun 2022. Tujuan Riset ini ialah 

untuk menganalisis Kebijakan pengawasan bagi kendaraan berat yang 

melintas di jalan Pekanbaru. Riset ini mengevaluasi kebijakan 

pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

terhadap kendaraan berat di jalan umum Pekanbaru, serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan pada 

kendaraan berat di jalan umum Pekanbaru. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa pada Kebijakan pengawasan bagi kendaraan berat yang diterapkan 

                                                 
 



34 

 

 

 

di jalan Pekanbaru belum terlaksana dengan maksimal. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengawasan truk dengan tonase berat di jalan umum 

Pekanbaru meliputi kemampuan serta sikap pelaksana pengawas yang 

masih belum optimal, belum memadainya pos pengawasan, serta 

kurangnya lokasi-lokasi pembongkaran yang ideal di Pekanbaru. Selain 

itu, minimnya koordinasi dengan instansi terkait, seperti Satuan Polisi 

Lalu Lintas Pekanbaru, turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

pengawasan lalu lintas jalan.
41

 

 Kesamaan yang dimiliki dari Riset yang dijalankan oleh Robil 

Alam Nur dengan penelitian yang peneliti laksanakan saat ini sama-sama 

mengkaji pengawasan kendaraan truck bertonase besar yang memasuki 

pekanbaru. Adapun pembesertaya ialah penelitian yang dijalankan oleh 

Robil Alam Nur lebih membahas mengenai analisis kebijakan 

pengawasan bagi kendaraan berat untuk melintas di jalan pekanbaru. 

Sedangkan penelitian ini peneliti berfokus mengenai peran Dinas 

Perhubungan Pada pengawasan kendaraan truck bertonase besar di Jalan 

umum Pekanbaru Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta) yang jadi aspek 

penghambat Dinas Perhubungan Pada pengawasan kendaraan truk 

bertonase besar di Jalan Soekarno Hatta.

                                                 
41

Robil Alam Nur, “Analisis Kebijakan Pengawasan Bagi Kendaraan Bermuatan Berat 

Di Jalan Pekanbaru”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai ialah hukum empiris. 

Penelitian hukum empiris yakni sebuah metode penelitian hukum yang 

berkegunaan untuk bisa melihat hukum pada artian nyata serta meneliti 

bagaimana bekerjanya hukum di pada suatu lingkungan warga. Pada hal ini 

hukum tidak sekadar dipansertag sebagai disiplin yang perspektif serta terapan 

belaka, melainkan juga kenyataan hukum. maka metode penelitian hukum 

empiris bisa juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.
42

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini dijalankan dengan cara pendekatan efektivitas 

hukum yakni semua wujud usaha yang bisa dijalankan supaya aturan hukum 

yang ada pada masyarakat benar-benar hidup, artinya hukum itu benar-benar 

berlaku secara yuridis, sosiologis, serta filosofis.
43

 Peneltian ini berfokus pada 

efektivitas hukum yang  berlaku diwarga mengingat bahwa Riset ini meneliti 

mengenai peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Pada pengawasan 

kendaraan truk dengan tonase besar yang masuk ke jalan umum Pekanbaru. 

                                                 
42

 Depri Liber Sonata, Metode Riset Hukum Normatif serta Empiris: Karakteristik Khas 

dari Metode Meneliti Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1, (2014), h.29 
43

 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, (Bandung: 

Citra Aditya, 1989), h. 53 
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C. Lokasi Penelitian 

Sesuai permasalahan yang didapatkan, lokasi penelitian di laksanakan di 

Pekanbaru yakni tepatnya di kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang 

berada di Jl. Abdul Rahman Hamid, Kompleks Perkantoran Walikota Tenayan, 

Gedung B9 Lt. I – II, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya.  

Peneliti memilih lokasi itu disebabkan Pekanbaru ialah Ibu Kota Provinsi Riau 

serta ialah pusat pemerintahan Provinsi Riau yang dimana peran Dinas 

Perhubungan dalam pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar di jalan 

Soekarno Hatta hingga mempermudah peneliti untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan.  

D. Subjek dan Objek 

Subjek Penelitian pada ketentuan ilmiah juga bisa dinamakan sumber data 

yang dipakai pada penelitian ini ialah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

Objek penelitian ini ialah hal yang akan diteliti , dianalisis serta penelitian oleh 

penulis yakni peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada pengawasan 

kendaraan truk bertonase besar di Jalan Soekarno Hatta Berlandaskan Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta). 

E. Informan Penelitian 

Pengertian informan ialah subyek penelitian yang bisa memberi informasi 

mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat pada penelitian. Pada penelitian 

kualitatif, informan terbagi jadi tiga yakni: 
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1. Informan Utama pada penelitian kualitatif serupa dengan “aktor utama” Pada 

suatu kisah atau cerita. Secara demikian informan utama ialah orang yang 

memahami secara teknis serta detail tentang permasalahan penelitian yang 

akan dipelajari.
44

 

2. Informan Tambahan ialah orang yang bisa memberi informasi tambahan 

sebagai pelengkap analisis serta pembahasan pada penelitian kualitatif. 

Informan tambahan terkasertag memberi informasi yang tidak diberikan oleh 

informan utama atau informan kunci.
45

  

Adapun pemilihan informan pada penelitian ini yang diperoleh 

dengan wawancara yang dijalankan diantaranya kepada Kepala Bidang 

Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Supir Truk Dengan Tonase 

Besar, Warga Sekitar di Jalan Soekarno Hatta. 

Tabel III. 1 

Informan Penelitian 

No. Jenis Jabatan Jumlah 

1 Informan Utama Kepala Bidang 

Angkutan Dinas 

Perhubungan Kota 

Pekanbaru 

1 

 

 

 

 

 

 

2 Informan Tambahan Sopir Truk Bertonase 

Besar 

 

 

Masyarakat sekitar 

Jalan Soekarno Hatta 

4 

 

 

 

 

3 

                                                 
44

 Martha, E, Kresno, S, Metodologi Riset Kualitatif. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 

197 
45

 Ade Heryana, Informan serta Pemilihan Informan Pada Riset Kualitatif, (Universitas 

Esa Unggul: Prodi Kesehatan Warga), h.4 
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 Jumlah  8 

Sumber: Data Olahan, 2024 

F. Data dan Sumber Data 

Sumber data yang dipakai ialah data primer yakni data yang diperoleh dari 

hasil keterangan informan di lapangan atau data yang diperoleh secara 

langsung dari informan dengan cara wawancara. Selain itu juga Pada 

memperoleh data penelitian menggunakan bahan hukum primer serta bahan 

hukum sekunder sebagaimana berikut: 

1) Data primer  

Pengambilan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian yang bersumber dari hasil penelitian yang bersumber dari hasil 

penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh 

data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data Primer bisa 

dikumpulkan baik lewat eksperimen atau lewat survei. 

Rangkaian mengambil data primer yakni data yang didapat langsung 

dari lokasi yang berasal dari hasil penelitian di lapangan dengan cara 

wawancara, pengamatan atau observasi untuk mendapat data yang berkaitan 

dengan masalah yang sedang diteliti. Data primer bisa dikumpulkan baik 

lewat eksperimen atau lewat survei.
46

 

 

 

                                                 
46

 Julio Warmansyah,  Metode Riset & Pengolahan Data, (Sleman: DeePublish,2020), h. 
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2) Data sekunder  

Data sekunder pada penelitian ini ialah data yang didapatkan dari 

dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil 

penelitian ini Pada bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, makalah, peraturan 

Perundangan serta lainnya.  

G. Teknik Pengumpulan data 

1. Observasi, yakni sebuah cara lain yang bisa dipakai untuk 

mengumpulkan informasi. Subjek yang diamati ialah orang yang 

memberi informasi.
47

 Peneliti menjalankan observasi untuk melihat 

peranan sesungguhnya yang dijalankan Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Besar Di Jalan 

Soekarno Hatta Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 

2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru. 

2. Wawancara, yakni dengan cara menjalankan tanya jawab langsung 

dengan responden. Untuk mendapat data primer, wawancara yang 

dijalankan oleh Penulis pada komponen yakni Kepala Bidang Angkutan 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, serta Petugas Pengawasan Lalu 

Lintas, Supir Truk dengan tonase Besar, Serta Warga sekitar yang berada 

di Jalan umum Pekanbaru untuk memberi informasi yang dibutuhkan 

Peneliti Pada Penelitian skripsi ini. 

                                                 
47

 Elvis F. Purba, Parulian Simanjuntak, Metode Riset, (Meserta : Percetakan Sadia, 

2012), h. 112 
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3. Studi kepustakaan, yakni Penulis menghimpun sumber dari buku-buku 

referensi yang bekaitan dengan permasalahan Penelitian yang akan 

diteliti. Diantaranya buku, jurnal, serta lain-lain.
48

 

4. Dokumentasi, terdiri dari fakta serta bahan yang tersimpan Pada bahan 

yang berwujud dokumentasi serta menghimpun data yang ada di dalam 

permasalahan Riset.
49

 

H. Teknik Analisis Data 

Untuk memahami bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam Pengawasan 

Kendaraan Truk dengan Bertonase Besar Di Jalan Soekarno Hatta, Penulis 

menggunakan metode deskriftif kualitatif, metode ini yakni mengumpulkan, 

mengelompokkan, serta menyeleksi data yang pada penulis lalu dikaitkan dengan 

permasalahan penelitian yang  ditelaah Berlandaskan pada fakta-fakta di lapangan 

Pada beragamnya ketentuan-ketentuan peraturan Perundangan. Teknik Analisis 

Data ialah serangkaian aktifitas penelehaan, mengelompokan, sistematisasi, 

penafsiran serta verifikasi data supaya suatu fenomena mempunyai nilai sosial, 

akademis serta ilmiah. 
50

Teknik Analisis data bisa dimaknai sebagai sebuah 

rangkaian mengatur urutan data, mengordinasikannya ke pada suatu pola, kategori 

serta satuan dasar sesudah itu diteruskan dengan penafsiran (interpretasi) data. 

Secara singkat bisa dikatakan bahwa teknik analisis data ialah teknik yang dipakai 

                                                 
48

 Hajar  M, Metodologi Riset Hukum, (Fakultas Syariah serta Hukum UIN Suska Riau, 

2011), h. 53. 
49

 Sugiyono, Metode Riset Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.329 
50

 Sandu Siyoto serta M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Riset, (Yogyakarta, Literasi Media 

Publishing, 2015), h. 109 
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untuk menjalankan rangkaian penyederhanaan data ke Pada bentuk yang lebih 

mudah dibaca serta di lakukan interpretasi.
51

 

 

 

 

                                                 
51

 Rahmadi,  Pengantar Metodologi Penlitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 89 



 

72 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berlandaskan hasil Kajian serta pembahasan pada penelitian yang berjudul 

Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan 

Truck Bertonase Besar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 

2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru Ini 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Peran Dinas Perhubungan Pekanbaru Pada Pengawasan Kendaraan Truk 

dengan tonase Besar Berlandaskan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 

Mengenai Lalu Lintas serta Angkutan Jalan Pekanbaru memiliki tanggung 

jawab yang signifikan ketika menjalankan per mengatur serta mengawasi 

lalu lintas yakni: Menjalankan Pemantauan (Pos Pengawasan) pada 

seluruh pintu masuk Pekanbaru, Menjalankan pemeriksaan pemegang izin 

atau pemilik kendaraan muatan barang wajib memenuhi kewajiban atau 

ketaatan pemakai jalan umum untuk kendaraan muatan barang, 

Menjalankan penimbangan, pelanggaran muatan dikenai hukuman 

berbentuk pembongkaran muatan. (Petugas alat penimbangan yang 

dipasang secara tetap wajib mendata tipe barang yang diangkut, berat 

angkutan, serta asal tujuan) 

2. Adapun belum ter-optimalnya dari peran Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru Pada pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar 

disebabkan beberapa aspek penghambat Dishub Pekanbaru Pada 
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mengawasi masuknya kendaraan truk dengan tonase besar di jalan 

Soekarno Hatta yakni: 

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 

b. Keterbatasan Sarana serta Prasarana 

c. Kesadaran Hukum yang Rendah 

B. Saran 

Demikianlah skripsi yang bisa Peneliti susun, semoga berguna untuk 

pembaca serta Peneliti tersendiri. Saran Peneliti pada riset yang berjudul “Peran 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan Truk 

bertonase Besar Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 

2009 Mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pekanbaru”. Ini yakni: 

1. Butuh peran dari Pemerintah Kota Pekanbaru hingga masyarakat selokasi 

pada pelaporan mengenai truk dengan tonase besar. Supaya peran dari 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru lebih efektif pada pengawasan 

kendaraan truk dengan tonase besar. 

2. Memaksimalkan sumber daya manusia dengan meninjau sarana serta 

prasarana yang tergolong sudah using serta lebih meningkatkan 

pemeliharaan sarana serta prasarana supaya kesadaran supir truk dengan 

tonase besar akan meningkat untuk tidak melintas di jalan Soekarno Hatta. 
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